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PUTUSAN
Nomor 173/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara cerai talak antara:

ILham Engelen bin M. Kasim Engelen, tempat dan tanggal lahir Capalulu, 20
Januari 1970 (umur 50) tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SMA, Pekerjaan PNS di Kantor Mangoli Tengah,
tempat tinggal di Dusun Il RT.005,RW. 002, Desa Fatce
Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Sebagai
Pemohon;

Melawan

Rusmina Lumbesy binti Haler Lumbesy, tempat dan tanggal lahir Waitina, 10
Agustus 1977 (umur 47 ) tahun, Agama Islam, Pendidikan
terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal
di Dusun Il RT.005,RW. 002, Desa Fatce Kecamatan
Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula , sebagai

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.
Setelah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon telah memeriksa alat bukti surat dan
saksi-saksi Pemohon di persidangan
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatanggal 03
Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha
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di bawah register perkara Nomor Register 173/Pdt.G/2020/PA.Lbh., pada

tanggal 03 Agustus 2020, telah mengemukakan dalil-daliinya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 September 1997 Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Maluku
Utara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
:K/12/193/1977 tertanggal 25 September 1997;

2. Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon
berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama dirumah
milik bersama sejak tahun 1997 sd/ 2018 dan telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami dan istri (ba’da dukhul) namun belum
dikaruniai keturunan yakni 5 orang anak yakni :
3.1lIftitah Nurlita Engelen (Sudah menikah)

3.2 Putri Maulani Engelen (Sudah menikah)

3.3Fatah Maulana Engelen, laki-laki umur 19 tahun
3.4Fatih Rumadona Engelen laki-laki 10 tahun

3.5M. Muhammad Alfarabi Enegelen laki-laki, umur 7 tahun

4. Bahwa awal mularumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis
namun sejak bulan September tahun 2018 keadaan rumah tangga Pemohon
dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

4.1 Bahwa Termohon sudah mempunyai PIL (Pria idaman lain)
4.2Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah
tangga

5. Bahwa puncak terjadinya perselisahan antara Pemohon dan Termohon
terjadi pada tahun 2018 sudah tidak terjalin hubungan layaknya suami istri
hanya karena Termohon mengatakan akan menikah lagi dengan laki-laki
idaman Termohon hingga saat ini;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1
tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. KHI
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Pasal 116 untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan
Agama Labuha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini,

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
amarnya berbunyi
PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (ILham Engelen bin M. Kasim Engelen)
untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (Rusmina Lumbesy
binti Haler Lumbesy) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan
sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidak hadiran
Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuruthukum.
Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di kantor Camat
Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula yang masih aktif, telah
mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor 139/09/KMT-KS/VI1I/2020,
yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Camat Mangoli Timur, Kabupaten
Sula, untuk melakukan perceraian dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga
Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali

membina rumah tangga dengan Termohon secara mu’'asyarah bil ma’ruf namun
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tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk

tetap bercerai dengan Termohon;

Bahwa, upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya dibacakan
surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada
pokoknyatetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: K/12/193/1977 tertanggal 25
September 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA)
Kecamatan Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Bukti surattersebut
telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1),
tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Surat Keterangan Domisili asli atas nama Pemohon Nomor : 474/49/DS-
FC/VII/2020 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala
Desa Facte (Nurdin Drakel), Kecamatan sanana, Kabupaten Kepulauan
Sula, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah
dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua
Majelis;

Bahwa selain alat bukti Tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2
(dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai
berikut:

1. Rukaya Drakel binti Soleman Drakel, umur 38 tahun, agama Islam,
pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Facte,
Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, yang menyatakan sebagai
berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Keponakan Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggall9 September
1997,
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— Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus
Perawan;

— Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah milik bersama dan telah berhubungan sebagaimana layaknya
suami dan istri (ba’da dukhul) dan telah dikarunia5(lima) orang anak;

— Bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonisnamun
sejak 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak
harmonis;

— Bahwa saksi mengetahui Termohon punya pria idaman lain, Termohon
tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

— Bahwa saksi mengetahui pada bulan September 2018, Termohon
mengatakan akan menikah dengan priaidaman lain;

— Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2
tahun;

— Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

2. Sahrul bin Slamet IPA, umur 27 tahun, agama Islam, PendidikanS.1,
pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Capalulu, Kecamatan Mangoli
Tengah, Kabupaten Kepulauan Sula yang menyatakan sebagai berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Keponakan Pemohon;

— Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggall9 September
1997;

— Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus
Perawan;

— Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah milik bersama dan telah berhubungan sebagaimana layaknya
suami dan istri (ba’da dukhul) dan telah dikarunia 5(lima) orang anak;

— Bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonisnamun
sejak 2018 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak
harmonis;

— Bahwa saksi mengetahui Termohon punya pria idaman lain, Termohon

tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
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— Bahwa saksi mengetahui pada bulan September 2018, Termohon
mengatakan akan menikah dengan priaidaman lain;

— Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 2
tahun;

— Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon
membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Termohon tidak dapat
didengartanggapannya karenatidak hadir dipersidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan
sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada
pokoknyatetap pada dalil permohonannya, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal -
hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimanadiuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan
Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir
dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya
atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi
yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang
menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal
Termohon secara in person. Juga Termohon telah dipanggil secara patut
sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata
bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga
harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di
kantor Camat Mangoli Timur, Kabupaten Kepulauan Sula yang masih aktif,
telah mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor 139/09/KMT-
KS/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Camat Mangoli
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Timur, Kabupaten Sula, untuk melakukan perceraian dengan Termohon, telah
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin
Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai Talak yang diajukan oleh
pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut
peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menimbangkan
kewenangan perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 dan pasal 66
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka
secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa
perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon bahwa
antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami
istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal
standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi
in judicio);

Menimbang, bahwa dalil-dalii Permohona Pemohon tersebut,
sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Pemohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon
dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2018 sampai perkara ini diajukan
tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalan pasal 34 ayat
(1) Undang undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruf f PP nomor 9 tahun
1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya perkara ini
dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
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terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo
Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses
Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan
perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Pemohon agar
kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara mu'asyarah bil
ma’ruf namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari
Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua
oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini
dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan
mendalilkan sejak 2018 bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon punya pria idaman
lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan
puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan September 2018,
saatmana Termohon mengatakan akan menikah dengan priaidaman lain, sejak
saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan tidak
lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap
dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,
dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak
ingin  mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya dan

berdasarkan pasal 149 (1) Rbg (Rechtregment voor de Buitengewesten)
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perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon
(verstek);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di
persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan
yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara
khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu
sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdata maka
sepenuhnya beban wajib bukti (bewijslats, burden of proof) dibebankan kepada
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2 dan 2 (dua)
orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan
dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun
1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan termohon
adalah pasangan suami isteri yang sah , dan karena bukti tersebut merupakan
akta otentik dan pulatelah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya,
maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti
tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 surat keterangan Domisili asli, yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai
Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka
alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan
demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya
memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam
perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang
ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan

hubungan hukum dengan perkaraini (persona standi in judicio);
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya
maka terbukti bahwa yang mengajukan Permohonan cerai Talak ini adalah
Pemohon sendiri dan bukan orang lain (non error in persona), dan benar
Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha
berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari
dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah
sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua
orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya
dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah
memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal
(minimal limit) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut,
dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon punya pria
idaman lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah
tangga, pertengkaran terus terjadi dan antara Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan
pada pengetahuan dan pengelihatan langsung, dan keterangannya saling
terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga
dan orang-orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto
Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon diatas
dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka keterangan
para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan
keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama
dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat
menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan dikaruniai 5

(lima) orang anak;
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2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon punya pria idaman
lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2
tahun;

4. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah Kembali rukun;

5. Bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukan sikap sungguh-sungguh
bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan
Termohon;

6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga Pemohon namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa
perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi
kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan
perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan
mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon,
sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fighiyah :

- Fladl s e adie 2uldall ¢

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotanharus didahulukan dari pada

mengambil suatu manfaat ;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin
hukum Islam sebagai berikutdi bawah ini :
Dalam Kitab Figih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

48 i) i alld 8350 V5 dine g aan i ol gl calial o
Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara

keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i yaitu

Al-Qur'an Surat Al-Bagarah ayat 227 berbunyi:
Sl g 0 (43 50N O
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Artinya: “Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) Thalak, maka
sesungguh-nya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas maka rumah tangga
Pemohon dan Termohon tersebut benar-benar telah pecah, dan sulit untuk
dirukunkan kembali karena keduanya telah berpisah ranjang dan selama
berpisah keduanya tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Pemohon
dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang
diajukan Pemohon harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana
diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai
dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai
dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal
31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai
tasrih bi ihsan, maka Permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan
beralasan, maka Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan,
dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roj'i
terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha

Menimbang, bahwa perceraian termasuk dalam lingkup bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
terutama pasal 149 (1) Rbg serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara

ini;
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MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (ILham Engelen bin M. Kasim Engelen)
untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (Rusmina Lumbesy
binti Haler Lumbesy) di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar

Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enamribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 12 Agustus
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah1441 Hijriyah, oleh kami
Mujitahid, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H., dan Fuad
Hasan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Syaiful A. Buka, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Khoirul Anam, S.H. Mujitahid, S.H., M.H.
Hakim Anggota,

Fuad Hasan, S.Sy.
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Panitera Pengganti,

Syaiful A. Buka, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya PNBP :Rp. 60.000,-
2. Biaya proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 150.000,-
4. Biaya Meterai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp. 266.000,-

(duaratus enam puluh enamribu rupiah).
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